
3. Undang-Undang ... 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Mengingat 

Menimbang a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan maka perlu diatur mengenai Pejabat Penatausahaan 

Keuangan Pembantu; 

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah perlu 

disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang 

undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
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1. Diantara ... 

PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 

201 7 ten tang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 201 7 

Nomor 11) diubah sebagai berikut: 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN SISTEM 

DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7); 
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Pasal 11 ... 

Pasal 13A 

(1) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat 

Penatausahaan Keuangan Pembantu untuk melaksanakan 

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan 

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 

(2) Uraian tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di 

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan 

pertanggungjawaban dan keabsahan bukti pengeluran; 

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per 

rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian 

objek; 

c. menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai/pajak 

penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; 

dan 

d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang 

diterbitkan periode sebelumnya. 

(3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan 

dijabat oleh pejabat struktural yang dianggap mampu 

mengelola keuangan daerah dan tidak boleh merangkap 

sebagai pejabat yang bertugas bendahara, PPTK, Pejabat 

Pembuat Komitmen dan PPHP serta Panitia Pengadaan 

Barang/Jasa pada unit kerja yang bersangkutan. 

(4) Dalam hal Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di 

Kelurahan tidak dapat melaksanakan tugas paling sedikit 7 

(tujuh) hari kerja maka yang melaksanakan tugas dan 

kewenangan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di 

Kelurahan adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana 

Harian (Plh) pada jabatan struktural yang bersangkutan. 

1. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni 

Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR rs 

UNTARA 

' - 

Diundangkan di Surakarta 
pada tanggal t':> Marer\ c20t'3 
Pj. SEKRETARIS D 

Ditetapkan di Surakarta 

padatanggal \5 ~ ~Ot0 

~WALIKOTA SURAKARTA,,9 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Surakarta. 

memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar 

Pasal II 

Peraturan Walikota mi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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